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MUK: MEMASARKAN PRODUK ASURANSI DAN REASURANSI 

 

MATERI UJI KOMPETENSI 

KETENAGA PEMASARAN 

ASURANSI SYARIAH 

 

 

 

KODE UNIT : K.65ASR01.002.02 

JUDUL UNIT : MEMASARKAN PRODUK ASURANSI DAN REASURANSI 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan 

memasarkan produk asuransi dan reasuransi. 
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MATERI : 

Kriteria Unjuk Kerja:  

Manfaat berasuransi dan produk asuransi dan reasuransi serta risiko dan biaya dijelaskan kepada 

calon tertanggung/peserta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 

BAB I MANFAAT DAN PRINSIP ASURANSI SYARIAH 

1. 1. Mengelola Risiko 

1. 2. Pengertian Asuransi Syariah  

1. 3. Ruang Lingkup Usaha Dan Objek Asuransi Syariah 

1. 4. Fungsi Asuransi Syariah  

1. 5. Manfaat Asuransi Syariah 

1. 6. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah (termasuk pengisian yang dipesyaratkan underwriting) 

1. 7. Unsur-Unsur Yang Dilarang Dalam Transaksi Asuransi Menurut Pandangan Syariah  

1. 8. Perbedaan Asuransi dan Asuransi Syariah  

1. 9. Istilah-istilah dalam Asuransi dan Asuransi Syariah  

1. 10. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah 

 

KUK: Data, informasi, dan profil risiko calon tertanggung/peserta diverifikasi sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku 

BAB II PEMASARAN PRODUK ASURANSI 

2. 1. Pemasaran Syariah 

2. 2. Proses Penutupan Asuransi Syariah 

2. 3. Identifikasi Risiko Asuransi Syariah (preferable & unpreferable risk) 

2. 4. Verifikasi Data, Informasi, Profil Calon Nasabah dan Objek Asuransi (pencocokan isian data 

SPPA/SPAJ dengan dokumen pendukung) 

 

KUK: Produk asuransi dan reasuransi direkomendasikan sesuai kebutuhan calon 

tertanggung/peserta   

BAB III PRODUK – PRODUK ASURANSI 

3. 1. Produk Asuransi Umum Syariah 

3. 2. Produk Asuransi Jiwa Syariah 

3. 3. Reasuransi Syariah 

 

KUK: Aspek hukum kontrak polis asuransi dan reasuransi dijelaskan sesuai dengan ketentuan dan 

prosedur yang berlaku 

BAB IV  ASPEK HUKUM KONTRAK POLIS 

4. 1. Jenis-jenis Polis Asuransi  

4. 2. Klausula-klausula dalam Polis Asuransi Syariah 

4. 3. Akad dalam Asuransi Syariah  

4. 4. Fatwa DSN MUI Berkaitan Dengan Asuransi Syariah 

4. 5. POJK Berkaitan Dengan Asuransi Syariah 
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BAB I  

MANFAAT ASURANSI DAN KONSEP DASAR ASURANSI 

 

1. 1. Mengelola Risiko 

 Risiko dapat muncul kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja. Besarnya pun tidak 

dapat diperkirakan dampaknya. Oleh karenanya dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengelola 

risiko yang akan muncul. Risiko dapat diartikan sebagai suatu bentuk ketidakpastian yang dapat 

menimbulkan kerugian (risk is the uncertainty of loss). Yang dimaksud dengan Ketidak pastian, 

adalah sifatyan belum tentu terjadi, dan bisa saja terjadi. Sementara apabila terjadi kerugian maka 

tidak dapat dipastikan kapan risiko tersebut akan muncul dan tidak dapat dipastikan seberapa 

sering kejadian tersebut muncul (Frekuensi) dan seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkan 

(Severity) 

  Terdapat beberapa bentuk pengelolaan risiko, diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Avoid risk; yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk menghindari munculnya suatu risiko. 

Contoh: Menghindari wilayah rawan (begal) saat berkendara di malam hari 

2. Retain of risk; apabila risiko tidak dapat terhindarkan, kerugian yang timbul akan menjadi 

beban/ditanggung sendiri, tentunya dapat dilakukan dalam batas (nominal) tertentu. Contoh: 

kehilangan alat tulis (pulpen) karena terjatuh, kemudian melakukan recovery dengan membeli 

kembali. 

3. Reduce of risk; melakukan aktifitas/tindakan yang dapat mengurangi besarnya kerugian (jika 

terjadi). Contoh: menyiapkan APAR (alat pemadam api ringan) untuk mengurangi tersebarnya 

kebakaran meluas. 

4. Transfer of risk; pada saat risiko sudah tidak memungkinkan untuk dihindarkan, atau 

ditanggulangi sendiri (self insured), maka alternatifnya adalah mengalihkan sebagian atau 

seluruh risiko kepada pihak lain. Konsep inilah yang kemudian digunakan dalam asuransi 

berbasis konvensional. 

5. Sharing of Risk; adalah adanya konsep tanggung bersama (risk sharing) terhadap bentuk 

kerugian finansial yang dialami oleh anggota/peserta kelompoknya, dengan tujuan saling 

melindungi dan tolong-menolong (ta`awun). Konsep inilah yang diadopsi oleh Asuransi 

Syariah. 

 

1. 2. Pengertian Asuransi  

 

Berdasarkan uraian singkat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa setiap 

individu/perusahaan dapat memilih pola manajemen Risiko yang mungkin dialaminya. Hal ini 

bergantung pada kemampuan individu/perusahaan tersebut dalam menghadapi kemungkinan 

Risiko tersebut.  Apabila dirasakan adanya keterbatasan secara finansial atas Risiko yang mungkin 

timbul, dapat dilakukan pola asuransi melalui mekanisme transfer risk pada asuransi konvensional, 

maupun sharing risk dalam konsep asuransi syariah. 
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Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian kemudian diperbaharui 

menjadi  UU 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 

- Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak 

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk 

memberikan penggantian kerugian keuangan tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum, yang timbul dari suatu 

peristiwa yang tidak pasti; atau 

- Untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan. 

Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan dengan menghimpun dana masyarakat melalui 

pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa 

asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Usaha 

asuransi terdiri dari: 

- Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan Risiko atas kerugian, 

kehilangan mandat, dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang timbul dari 

peristiwa yang tidak pasti 

- Usaha asuransi jiwa (life insurance) yang memberikan jasa dalam penanggulangan Risiko yang 

dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan 

- Usaha reasuransi (reinsurance) yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap 

Risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa.  
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ASURANSI SYARIAH  

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 40 TAHUN 2014  TENTANG PERASURANSIAN  

 

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan 

asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka 

pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan 

cara: 

 

Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya 

yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 

mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; 

atau Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang 

didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau 

didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 

 

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

 

Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna 

saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang 

polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya 

suatu peristiwa yang tidak pasti. 

 

Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna 

saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada 

meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang 

berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau 

didasarkan pada hasil pengelolaan dana.  

 

Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko 

yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan 

reasuransi syariah lainnya.   

 

Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi 

kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.  

 

Dana Tabarru’ adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme 

penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah. 

 

Peserta adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah 

atau perjanjian reasuransi Syariah 
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Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau 

perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan 

perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari 

Dana Tabarru’ dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau 

sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat 

 

 

NOMOR  69 /POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI,  

PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI,  DAN PERUSAHAAN REASURANSI 

SYARIAH 

 

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban 

para pihak sesuai Prinsip Syariah.  

 

Akad Tabarru’ adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana 

Tabarru’ untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk 

tujuan komersial.  

 

Akad Tabarru’ yang digunakan dalam polis asuransi syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:  

a. kesepakatan para pemegang polis atau peserta untuk saling tolong menolong (ta’awuni);  

b. hak dan kewajiban masing-masing pemegang polis atau peserta secara individu;  

c. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dalam kelompok;  

d. cara dan waktu pembayaran kontribusi;  

e. cara dan waktu pembayaran santunan/klaim  

f. ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh pemegang polis atau 

peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh pemegang polis atau peserta;  

g. ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian surplus underwriting; dan h. 

ketentuan lain yang disepakati. 

 

Akad Tijarah adalah Akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan 

Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dengan tujuan komersial.  

 

Akad Wakalah bil Ujrah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi 

Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau  Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola 

Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, 

dengan imbalan berupa ujrah (fee).   

 

Akad Wakalah bil Ujrah  digunakan dalam kegiatan meliputi:   

a. kegiatan administrasi;  

b. pengelolaan dana;  

c. pembayaran klaim;  

d. underwriting;  

e. pengelolaan portofolio risiko;  
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f. pemasaran;   

g. Investasi Dana Tabarru, Dana Tanahud, dan/atau Dana Investasi Peserta; dan/atau  

h. kegiatan lain sesuai dengan kesepakatan dalam polis. 

 

Akad Wakalah bil Ujrah  wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:  

a. objek/kegiatan yang dikuasakan pengelolaannya;  

b. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dan/atau pemegang polis atau 

peserta secara individu sebagai muwakkil (pemberi kuasa);   

c. hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit 

Syariah sebagai wakil (penerima kuasa);  

d. batasan kuasa atau wewenang yang diberikan pemegang polis atau peserta kepada Perusahaan 

Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;    

e. besaran, cara, dan waktu pemotongan ujrah (fee); dan  

f. ketentuan lain yang disepakati 

 

Akad Mudharabah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi 

Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau  Unit Syariah sebagai mudharib (pengelola dana) 

untuk mengelola investasi Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau 

wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah 

disepakati sebelumnya.  

 

(1) Akad Mudharabah digunakan dalam pengelolaan investasi Dana Tabarru’, Dana Tanahud, 

dan/atau pengelolaan investasi Dana Investasi Peserta.  

(2) Akad Mudharabah sebagaimana dimaksud pada ayat wajib memuat paling sedikit sebagai 

berikut:  

a. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dan/atau pemegang polis atau 

peserta secara individu sebagai shahibul maal (pemilik dana);  

b. hak dan kewajiban  Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit 

Syariah sebagai mudharib (pengelola dana); 

c. batasan wewenang yang diberikan pemegang polis atau peserta kepada Perusahaan Asuransi 

Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;  

d. bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan  

e. ketentuan lain yang disepakati 

 

 

Akad Mudharabah Musytarakah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan 

Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau  Unit Syariah sebagai mudharib (pengelola 

dana) untuk mengelola investasi Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan 

dengan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau  Unit Syariah, 

sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang 

besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati 

sebelumnya. 

 

(1) Akad Mudharabah Musytarakah digunakan dalam  pengelolan investasi Dana Tabarru’, Dana 

Tanahud, dan/atau pengelolaan investasi Dana Investasi Peserta.  
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(2) Akad Mudharabah Musytarakah sebagaimana dimaksud  wajib memuat paling sedikit sebagai 

berikut:  

a. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dan/atau pemegang polis 

atau peserta secara individu sebagai shahibul maal (pemilik dana);   

b. hak dan kewajiban  Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit 

Syariah sebagai mudharib (pengelola dana);  

c. batasan wewenang yang diberikan pemegang polis atau peserta kepada Perusahaan 

Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;   

d. cara dan waktu penentuan besar kekayaan pemegang polis atau peserta dan kekayaan 

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;  

e. bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan  

f. ketentuan lain yang disepakati. 

 

 

Pengertian Asuransi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 adalah 

sebagai berikut: 

“Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong 

menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru’ 

yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui aqad(perikatan) 

yang sesuai dengan syariah” 

Landasan dalam Al Qur’an 

“…..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran….. Q.S Al Maidah ayat 2. 

 

1. 3. Ruang lingkup usaha asuransi dan Objek Asuransi 

Ketentuan mengenai lingkup usaha asuransi menganut asas spesialisasi, yaitu dari masing-

masing jenis usaha tersebut hanya diselenggarakan oleh satu entiti (perusahaan), yaitu jenis usaha 

asuransi kerugian hanya oleh perusahaan asuransi kerugian, jenis usaha asuransi jiwa hanya 

diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa. Pemisahan demikian dimaksudkan agar pengelolaan 

dana dari masing-masing jenis asuransi tidak dicampur aduk, mengingat misalnya untuk dana 

asuransi jiwa yang sifat kontraknya kebanyakan jangka panjang terpisah dan tidak terpakai untuk 

menutup kekurangan dana asuransi kerugian, dan sebalimya. Sedangkan bagi perusahaan reasuransi 

boleh menyelenggarakan jenis reasuransi kerugian dan jiwa, mengingat kebanyakan usaha 

reasuransi jiwa merupakan kontrak reasuransi ganti rugi. 

 

Jenis Usaha Asuransi 

a. usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan Risiko atas kerugian, 

kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ke-3 yang timbul dari peristiwa 

yang tidak pasti 

b. usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan Risiko yang dikaitkan dengan 

hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan 

c. usaha asuransi sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang, 

dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial  
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1. 4. Fungsi Asuransi 

- Risk Transfer dan Risk Sharing: asuransi merupakan sarana pengalihan Risiko dari tertanggung 

kepada penanggung (risk transfer) dalam asuransi konvensional, atau sarana saling melindungi 

Risiko di anatar sesame peserta (risk sharing) dalam asuransi syariah. Dengan membayar 

kontribusi dalam jumlah tertentu atau iuran kontribusi dalam asuransi syariah, Risiko yang 

menimpa tertanggung/peserta dapat ditanggulangi oleh asuransi. 

- Common Pool: Pola penghimpunan dana seperti dalam asuransi sebetulnya sudah dipraktekan 

lama di masyarakat. Dalam hal ini misalnya kumpulan uang kas di dalam kelas, atau kumplan 

dana sumbangan di dalam kelompok masyarakat RT/RW. Hanya saja kemampuan terbatas dari 

sisi pengumpulan iuran tersebut menyebabkan pengelolaan santunan menjadi tidak maksimal. 

Peran perusahaan asuransi adalah melakukan penghimpunan dari sebanyak-banyaknya 

tertanggung/peserta sehingga dana yang terkumpul (common pool atau dana tabarru’) akan 

cukup untuk menanggulangi kerugian atas Risiko yang mungkin timbul. 

- Equitable Premium: asuransi berfungsi sebagai penyeimbang antara Risiko dan premi/kontribusi 

secara adil. Semakin tinggi Risikonya, maka premi/kontribusi yang diberikan kepada 

tertanggung/peserta semakin tinggi. Tingkat risiko yang dialami oleh setiap peserta bisa 

berbeda, karenanya perusahaan asuransi berdasarkan analisa underwriting melakukan seleksi 

dan assestment atas setiap calon tertanggung/peserta dan objek yang diasuransikan. 

Fungsi lain dari asuransi jiwa Syariah adalah sebagai berikut:  

• Stimulus to business enterprise : Asuransi berfungsi sebagai pendorong usaha tergambar dalam 

kegiatan asuransi melakukan investasi yang berasal dari dana asuransi. Selain itu dengan 

asuransi dapat memberikan keberanian para investor untuk membangun usaha baru atau 

mengembangkan usahanya, dan keamanan atau kenyamanan bagi bank atau lembaga pemberi 

kredit lainnya. 

• Loss prevention : Adanya suatu identifikasi suatu risiko diberikan oleh asuransi sebelum masa 

pertanggungan atau selama masa pertanggungan berupa saran pencegahan kerugian. 

Contohnya: Surveyor asuransi pencurian dapat memberikan saran adanya pemasangan alat 

detektor yang dapat mencegah atau menghambat pencuri.  

• Loss control : Rekomendasi dari surveyor asuransi bukan saja terbatas pada pencegahan 

kerugian tetapi juga memberikan rekomendasi cara untuk mengurangi kerugian. Saran 

memenuhi persyaratan konstruksi bangunan, pemasangan sprinkler, alarm, merupakan upaya 

untuk mengendalikan kerugian apabila risiko terjadi. Surveyor tidak mungkin dapat mencegah 

pencuri masuk, tetapi surveyor dapat menyarankan sesuatu yang dapat membatasi, 

mempersulit, menghambat, atau memperlambat langkah pencuri.  

• Manfaat social (social benefits): Klaim yang dibayarkan oleh asuransi memungkinkan pengusaha 

dapat membangun kembali pabrik/usahanya, sehingga dapat menghindari adanya pemutusan 

hubungan kerja akibat pabrik terbakar. Kegiatan asuransi itu sendiri menciptakan lapangan kerja. 

Melalui asuransi, dapat disediakan dana untuk mengatasi masalah sosial, misalnya sumbangan 

kaki palsu, atau program adik asuh. 

• Tabungan (savings) : Dalam produk asuransi jiwa khususnya endowment insurance menjamin 

pembayaran baik meninggal atau hidup di akhir kontrak, pembayaran yang diterima 

tertanggung/peserta pada akhir kontrak pada dasarnya merupakan akumulasi premi/kontribusi 

ditambah dengan bunga/imbal hasil. 
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1. 5. Manfaat Asuransi Jiwa: 

Berikut adalah beberapa manfaat berasuransi: 

• Peace of Mind: ketika seseorang mengetahui adanya perlindungan terhadap probabilitas 

munculnya kerugian finansial akibat suatu peristiwa dapat memberikan ketenangan dan 

perasaan aman, setiap orang berusaha untuk melindungi dirinya dari hal yang dapat mengancam 

diri, harta benda, maupun kepentingannya.  

• Loss Control: dalam melakukan akseptasi terhadap suatu pertanggungan, pihak asuransi dapat 

memberikan rekomendasi dalam melakukan pencegahan ataupun penanggulangan terhadap 

suatu kerugian agar dapat menekan frekuensi dan tingkat keparahan dari terjadinya kerugian. 

Pada jangkauan yang lebih luas, rekomendasi yang diberikan oleh perusahan asuransi dapat 

menjadi sistem di masyarakat sebagai pengendalian kerugian (pre maupun post loss). 

• Social Benefit: pertanggungan yang dilakukan asuransi terhadap suatu lembaga, organisasi, 

maupun masyarakat pada umumnya akan bermanfaat ketika terjadi kerugian. Penggantian 

secara finansial yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dapat menjaga kelangsungan aktivitas 

secara finansial, baik dari individu, keluarga, maupun kegiatan usaha.  

• Investment of Fund: asuransi memiliki sejumlah besar uang hasil kolektivitas premi/kontribusi 

(selisih antara premi/kontribusi dan pembayaran klaim). Kumpulan dana ini dapat 

diinvestasikan.  

• Invisible Earning: dalam asuransi, penjualan yang dilakukan tidak memiliki wujud kebendaan, 

namun memiliki prinsip yang sama. Pertanggungan asuransi dapat dilakukan penyebaran Risiko 

ke luar negeri yang memungkinkan terjadi nya ekspor-impor. 

 

1. 6. Prinsip-Prinsip Asuransi Jiwa Syariah  

 

1. Prinsip Insurable Interest; Jika tertanggung/peserta tidak memiliki kepentingan terhadap 

objek yang diasuransikan, maka objek tidak dapat dijamin. Dengan demikian, prinsip ini 

mengharuskan adanya kepentingan tertanggung/peserta terhadap objek yang dijadikan 

sebagai tanggungan. Contoh: Gedung yang sudah dijual ke pihak lain, pemilik lama tidak 

mempunyai hak untuk mengajukan klaim terhadap gedung tersebut. 

2. Prinsip Utmost Good Faith; Utmost good faith adalah kewajiban untuk mengungkapkan 

dengan sukarela, secara penuh dan akurat, semua fakta material atas risiko-risiko yang 

diajukan baik diminta atau tidak. Yang dimaksud dengan fakta material adalah Sesuatu yang 

dapat mempengaruhi penilaian perusahaan asuransi dalam menetapkan premi/kontribusi, 

atau menentukan apakah risiko tersebut akan diambil atau tidak.  

Namun tidak semua fakta perlu disampaikan oleh calon peserta, di antaranya: 

2.1. Fakta hukum yang secara jelas sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan 

2.2. Fakta pengetahuan umum, seperti perang yang sedang terjadi, bencana alam, atau 

standar proses bisnis dalam suatu perdagangan, bangunan yang akan diasuransikan 

berada dalam zona gempa bumi. 

2.3. Fakta yang mengurangi Risiko; misalnya pemasangan sistem keamanan atau alarm dalam 

bangunan 

2.4. Fakta yang sudah tercantum/ditanyakan di dalam Form pengajuan Asuransi 

2.5. Fakta yang akan ditemukan pada saat survey Risiko (jika diperlukan survey) 

2.6. Fakta yang tidak diketahui oleh calon peserta/tertanggung. 

3. Prinsip Indemnity; Indemnity adalah kompensasi keuangan yang eksak, cukup untuk 
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mengembalikan tertanggung/peserta pada posisi keuangan sesaat sebelum kerugian terjadi. 

Contoh: Dalam kasus klaim asuransi mobil, dimana harga unit kendaraan setiap tahun akan 

mengalami penurunan harga (depresiasi), jika seandainya kendaraan tersebut terjadi 

kehilangan, maka perusahaan asuransi akan mengganti sesuai harga terakhir sebelum 

kendaraan tsb hilang.   

Bentuk indemnity yaitu: cash, repair, replacement, reinstatement. 

• Cash. Jika terjadi klaim oleh tertanggung/peserta, maka penanggung/pengelola 

(perusahaan asuransi) mengganti kerugian tersebut dalam bentuk tunai (cash) sesuai 

dengan jumlah yang harus dibayarkan. Contoh: Penggantian untuk gedung yang 

terbakar pada polis kebakaran dengan uang tunai. 

• Repair. Melakukan perbaikan terhadap objek tanggungan yang menderita kerugian. 

Contoh: perbaikan mobil pada polis kendaraan bermotor. 

• Replacement. Jika terdapat kerugian pada objek tanggungan yang tidak dapat/mungkin 

dilakukan perbaikan (repair), maka objek tanggungan tersebut diganti dengan objek 

tanggungan yang sama (objek dan nilainya) seperti keadaan semula. 

• Reinstatement. Jika terdapat kerugian pada objek tanggungan berupa bangunan maka 

dapat dilakukan pembangunan kembali terhadap bangunan tersebut. 

4. Prinsip Proximate Cause; Proximate Cause adalah suatu penyebab aktif, efisien yang 

membentuk suatu rangkaian kegiatan/kejadian yang menimbulkan sebab-akibat. 

Contoh: Pada Asuransi kendaraan: Sebuah kendaraan mengajukan klaim dikarenakan 

kendaraan tsb terbakar atau rusak, penyebab utamanya kecelakaan atau karena ada 

kerusuhan, kemudian diamuk massa sehingga mobil tsb rusak, atau ada penyebab lainnya. Hal 

ini lah yang akan menentukan apakah penyebab tersebut masuk dalam kategori jaminan polis 

atau tidak. 

5. Prinsip Subrogasi; Prinsip subrogasi merupakan hak seseorang yang telah membayar ganti rugi 

kepada orang lain karena kewajiban hukumnya, untuk menggantikan orang lain itu serta 

menggunakan semua hak dan upaya hukum orang lain itu, baik sudah dilaksanakan atau 

belum. Dalam konsep asuransi, perusahaan asuransi dapat mewakili peserta/tertanggung 

untuk melakukan penuntutan penggantian (jika diperlukan) kepada pihak lain (yang telah 

menyebabkan kerugian) kepada peserta/tertanggung.  

6. Prinsip Contribution; Contribution adalah hak dari seseorang penanggung/pengelola untuk 

meminta sesama penanggung/pengelola membayar ganti rugi secara bersama-sama kepada 

seseorang tertanggung/Peserta dan bagian dari masing-masing penanggung/pengelola ini bisa 

tidak sama besar. Timbulnya hak kontribusi berdasarkan Common Law, berlaku apabila: 

• Adanya dua atau lebih polis indemnity 

• Polis – polis tersebut mengcover insurable interest yang sama 

• Polis – polis tersebut mengcover perils yang sama yang menimbulkan kerugian 

• Polis – polis tersebut mengcover subject matter yang sama  

• Tiap polis harus mampu mengganti kerugian 
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1. 7. Prinsip Dasar Asuransi Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH 

 

Pada dasarnya prinsip-prinsip umum yang terdapat di dalam asuransi konvensional, sebagaimana 

disampaikan di atas, juga berlaku di asuransi syariah. Namun ada beberapa penambahan prinsip 

yang selaras dengan tujuan dan atau prinsip dasar asuransi syariah. Berikut ini prinsip-prinsip 

tambahan yang ada dalam asuransi syariah (dikutip dari Syakir Sula, 2004: 228-248). 

1. Prinsip Ikhtiar dan Berserah Diri; Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu 

menjadi kekuasan Nya pula untuk memberikan atau mengambil sesuatunya kepada hamba- 

hambaNya. Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha (ikhtiar) semampunya dan kemudian 

berserah diri hanya kepada Allah SWT. 

2. Prinsip Tolong-Menolong (Ta’awun); Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi adalah 

prinsip tolong-menolong. Hal ini mengandung arti bahwa setiap peserta harus memiliki niat 

untuk tolong-menolong di antara sesama peserta yang lain. 

3. Prinsip Bertanggung Jawab; para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung-jawab 

antara satu sama lain. 

4. Prinsip Saling Kerja Sama dan Bantu-Membantu; Salah satu keutamaan umat Islam adalah 

saling bekerja sama untuk membantu sesamanya dalam berbuat kebajikan. 

5. Prinsip Saling-Melindungi dari Berbagai Kesusahan; Para peserta asuransi syariah setuju untuk 

saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. 

 

 

 

 

Asuransi 
SyariahRisk Sharing

Kesepakatan tolong 

menolong (ta’awun) dan 

saling menanggung (takaful)

di antara para Peserta;

Kontribusi Peserta ke 

dalam Dana Tabarru’;

Perusahaan bertindak 

sebagai pengelola Dana 

Tabarru’;

Dipenuhinya prinsip 
keadilan (‘adl), dapat 
dipercaya (amanah), 

keseimbangan (tawazun), 
kemaslahatan (maslahah), 

dan keuniversalan 

(syumul)

Tidak mengandung hal-hal yang 

Diharamkan (Misalnya: maysir

(perjudian), gharar

(ketidakpastian), riba (bunga) 

risywah (suap),  dzulm

(penganiayaan), barang haram dan

maksiat.
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1. 8. Unsur-Unsur Yang Dilarang Dalam Transaksi Menurut Pandangan Syariah  

Konsep asuransi memiliki tujuan yang sangat baik, namun dalam pandangan syariah, 

konsep asuransi yang berlaku saat ini di dalam konsep asuransi konvensional, masih mengandung 

hal-hal yang secara syariah dilarang, dalam hal  yaitu: gharar, maisir, riba, risywah, dzulm, haram 

dan maksiat yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Gharar (Ketidakpastian/Ketidakjelasan); Secara terminologi Gharar adalah suatu akad jual beli 

yang tidak jelas terhadap suatu yang dijual-belikan yang mengakibatkan beberapa penipuan, 

kekecewaan, dll. Ketidakpastian atau ketidakjelasan ini ada dua bentuk, yaitu (i) Bentuk akad 

yang melandasi penutupan polis; dan (ii) sumber dana pembayaran klaim 

2. Sesuatu perjanjian yang melekat di dalamnya unsur gharar/ketidakpastian, maka biasanya 

maisir/spekulasi/judi akan muncul dengan sendirinya (Muhaimin Iqbal: 2005:21). Maisir 

artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian. 

contohnya adalah ketika nasabah tidak pernah mengajukan klaim selama masa 

pertanggungan, maka perusahaan diuntungkan, karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk 

menutup klaim. Sementara nasabah dirugikan karena membayar kontribusi untuk 

pertanggungan yang tidak terjadi. 

3. Riba artinya tambahan nilai atau nilai tambah berlipat ganda, dimana pihak lain mengambil 

manfaat yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian yang besar. Dalam asuransi riba 

terjadi pada investasi dana kontribusi yang berbasis bunga. 

4. Risywah adalah suap. Istilah Risywah berarti “pemberian yang bertujuan membatalkan yang 

benar atau untuk menguatkan dan memenangkan yang salah.” (At-Ta’rifat/aljurjani 148). 

Berdasarkan pengertian di atas, suatu tindakan masuk dalam kategori risywah jika memenuhi 

unsur-unsur : 

a. Adanya athiyyah (pemberian) 

b. Ada niat Istimalah (menarik simpati orang lain) 

c. Bertujuan untuk : 

• Ibtholul haq (membatalkan yang haq) 

• Ihqaqul bathil (merealisasikan kebathilan) 

• al mahsubiyah bighoiri haq (mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan) 

• al hushul alal manafi’ (mendapatkan kepentingan yang bukan menjadi haknya) 

• al hukmu lahu (memenangkan perkaranya) 

5. Dzulm atau kezhaliman adalah lawan dari ‘adl atau keadilan, yaitu menempatkan sesuatu 

tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ketentuannya, mengambil sesuatu 

yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak pada posisinya. Kezhaliman dapat 

menimbulkan kemudharatan (kerugian) bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya 

sebagian; atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang 

melakukan transaksi. 

6. Kata Haram berasal dari bahasa Arab, yang artinya terlarang, adalah segala sesuatu yang 

diharamkan dalam Al Quran dan sunnah. Dalam kaitannya dengan kegiatan transaksi, Haram 

dapat dibagi dua yaitu : 

a. Haram zatnya (objek transaksinya) 

Suatu transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan 

merupakan objek yang dilarang (haram) dalam hukum agama Islam. Seperti 

memperjualbeli kan alkohol, narkoba, organ manusia, dll. 

b. Haram Selain zatnya (Cara Bertransaksi-nya) 
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Jenis ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu : 

• Tadlis, yaitu sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha 

untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain dengan maksud untuk menipu 

pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan, maka 

transaksi yang kita lakukan menjadi haram hukumnya. 

• Ikhtikar, yaitu sebuah situasi di mana produsen/penjual mengambil keuntungan di 

atas keuntungan normal dengan tindakan kecurangan. 

• Bai’ Najasy adalah sebuah situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan 

permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk 

sehingga harga jual produk itu akan naik. Cara yang bisa ditempuh bermacam-macam, 

seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian, dan sebagainya. Ketika harga 

telah naik maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan 

melepas kembali barang yang sudah dibeli, sehingga akan mendapatkan keuntungan 

yang besar. 

7. Mengacu kepada kaidah umum dalam Islam tindakan maksiat merupakan perbuatan yang 

dilarang karena melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah. 

 

1. 9. Perbedaan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional 

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional akan disajikan dalam table berikut: 

 

No. Sisi Asuransi Konvensional Asuransi Syariah 

1. Konsep  Transfer of risk  Sharing of risk 

2. Misi  Misi ekonomi dan sosial Misi aqidah, ibadah, ekonomi dan 

sosial  

3. Maysir, Gharar  

dan Riba  

Tidak terbebas dari praktek maysir, 

gharar dan riba  

Terbebas dari praktek 

maysir, gharar dan riba  

4. Akad  Akad jual beli  Akad Tijarah dan Akad Tabarru’ 

5. Pelaku Transaksi Penanggung dan Tertanggung Pengelola dan Peserta 

6. Kepemilikan 

Dana 

Dana yang terkumpul dari nasabah 

dalam bentuk premi  merupakan  milik 

perusahaan. Perusahaan  bebas 

menggunakan  dan menginvestasikan 

kemanapun dana tersebut 

Dana yang terkumpul dari peserta 

dalam bentuk kontribusi 

merupakan  milik peserta 

sedangkan Perusahaan hanya 

sebagai pemegang amanah dan 

mengelola dana 

7. Investasi  Bebas melakukan investasi  

dalam batas-batas ketentuan 

perundang- undangan dan tidak 

terbatas pada halal dan haramnya 

investasi yang digunakan  

Bebas melakukan investasi dalam  

batas-batas ketentuan 

perundang-undangan dan 

terbatas pada halal dan haramnya 

investasi yang digunakan  
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8. Pembayaran 

Klaim  

Berasal dari dana milik perusahaan  Berasal dari dana hibah/tabarru  

9. Dewan Pengawas 

Syariah  

Tidak ada Dewan Pengawas  

Syariah  

Ada Dewan Pengawas Syariah 

untuk menjamin jalannya bisnis 

sesuai dengan syariah  

 

Penjelasan Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional 

1. Dari sisi Konsep 

• Pada asuransi syariah menggunakan pola saling menanggung risiko (risk sharing) sesama 

peserta, dimana risiko yang terjadi pada salah satu peserta menjadi tanggungan bagi 

peserta yang lain sehingga ada kepastian dalam prinsip keadilan (‘adl), dapat dipercaya 

(amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keuniversalan 

(syumul).  

• Sedangkan di asuransi konvensional prinsip dasarnya memindahkan risiko dari nasabah ke 

perusahaan (risk transfer). Dengan demikian, risiko yang terjadi pada nasabah asuransi 

secara otomatis menjadi risiko perusahaan asuransi yang menanggungnya. 

2. Dari sisi Misi 

• Pada asuransi syariah terdapat misi aqidah (keyakinan), ibadah (pengabdian kepada Allah), 

ekonomi dan sosial. 

• Sedangkan asuransi konvensional hanya terdapat misi ekonomi dan sosial. 

3. Dari sisi Maysir, Gharar, Riba 

• Pada asuransi syariah terbebas dari Maysir, Gharar, Riba 

• Sedangkan asuransi konvensional tidak terbebas dari Maysir, Gharar, Riba 

4. Dari sisi akad/perjanjian 

• Akad pada asuransi syariah menggunakan akad tabarru dan akad tijarah. 

a. akad  tabarru digunakan antara sesama peserta asuransi; Dalam akad ini, peserta 

memberikan dana tabarru/hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain 

yang terkena musibah sementara dalam lingkup ta’awun (tolong-menolong)  

b. sementara antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi menggunakan akad 

tijarah (bersifat komersil) yaitu peserta asuransi memberikan ujroh (fee) kepada 

perusahaan sebagai imbalan dalam mengelola dana tabarru. 

• Sedangkan akad pada asuransi konvensional adalah akad tabaduli (jual-beli). 

5. Dari sisi pelaku transaksi 

Dalam konsep asuransi syariah, tidak ada istilah tertanggung dan penanggung karena yang 

menanggung risiko yang terjadi di antara salah satu peserta adalah seluruh peserta yang 

tergabung dalam program asuransi. Seluruh peserta asuransi telah bersepakat untuk tolong-

menolong (ta’awun) dalam menanggung (risk sharing) atas risiko yang terjadi di antara mereka 

sedangkan perusahaan asuransi merupakan pengelola iuran/kontribusi yang dikumpulkan 

tersebut. 

6. Dari sisi kepemilikan dana 

• Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan 

untuk dikelola sebagai dana tabarru dan ujroh sesuai pada akad. kontribusi yang terkumpul 

dari peserta merupakan milik peserta setelah dikurangi dengan fee perusahaan, 

perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Karena itu beberapa 
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perusahaan asuransi ada yang mengembalikan underwriting surplus pengelolaan dana 

tabarru kepada para peserta yang tidak klaim selama periode asuransi dan ada yang tidak 

karena pada akad di awal, peserta telah mengikhlaskan kontribusinya tersebut untuk 

berta’awun (tolong-menolong). 

• Sedangkan pada asuransi konvensional, dana/iuran yang terkumpul dari nasabah menjadi 

milik Perusahaan sepenuhnya, sehingga ketika peserta tidak melakukan klaim selama masa 

pertanggungan, maka dana/iuran tersebut tidak kembali kepada peserta asuransi. 

7. Dari sisi investasi dana 

Dana dari kumpulan kontribusi peserta selama menganggur (idle) oleh perusahaan asuransi 

akan di investasikan sehingga dapat produktif. Pada perusahaan asuransi syariah, 

pengelolaan investasi dari dana tabarru tersebut harus didasarkan pada ketentuan syariah, 

sedangkan di konvensional dengan sistem bunga. 

8. Dari sisi pembayaran klaim 

• Pada asuransi syariah, pembayaran klaim berasal dari rekening tabarru (dana hibah) 

seluruh peserta, yang sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong 

menolong bila terjadi musibah pada peserta  

• Sedangkan pada asuransi konvensional, pembayaran klaim dari dana milik perusahaan yang 

berasal dari dari iuran/premi para peserta. 

9. Dari sisi pengawasan 

• Pada asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang mengontrol operasional 

perusahaan agar berjalan sesuai dengan syariah 

• Asuransi konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah 

 

  



 

Hal 17 dari 33 
MUK: MEMASARKAN PRODUK ASURANSI DAN REASURANSI 

 

BAB II 

PEMASARAN PRODUK ASURANSI 

 

2. 5. Data, Informasi, Dan Profil Calon Nasabah 

2. 6. Pemasaran Syariah 

Pemasaran syariah adalah sebuah disiplin strategis yang mengarahkan proses penciptaan, 

penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholders-nya yang dalam 

keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip–prinsip muamalah Islami . Definisi tersebut 

didasarkan pada salah satu ketentuan dalam bisnis Islami yang tertuang dalam  kaidah fiqih yang 

mengatakan, “al-muslimuuna ‘alaa syuruuthihim illa syarthan harroma halaalan aw ahalla 

haraaman” (kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan bisnis yang mereka buat, 

kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan  yang haram).  

Selain itu, kaidah fiqih lain mengatakan “al-ashlu fil muaamalahtil ibahah illah ayyadulla daliilun 

‘alaa tahriimihaa”  (pada dasarnya semua bentuk muamalah (bisnis) boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkan). Dengan kata lain, sepanjang tidak terdapat penyimpangan prinsip-

prinsip muamalah Islami, maka bentuk transaksi apapun dibolehkan.  

 

Karakteristik Pemasaran Syariah 

1. Teistis (Rabbaniyyah)  

• Kesadaran akan nilai-nilai religius, dipandang penting dan mewarnai aktifitas pemasaran 

agar tidak terperosok kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain.  

• Hukum-hukum syariat yang teistis ini adalah hukum yang adil, sempurna, selaras dengan 

segala bentuk kebaikan, dapat mencegah segala bentuk kerusakan, mampu mewujudkan 

kebenaran, memusnahkan kebatilan, dan menyebarluaskan  kemaslahatan.  

• Kesadaran dimulai sejak melakukan strategi pemasaran, menyusun taktik pemasaran dan 

menetapkan value.  

• Service merupakan  jiwa dalam bisnis syariah. 

• Keseluruhan proses, baik dalam internal proses, yang akan berdampak pada pelayanan 

kepada customer, maupun eksternal proses, seperti  proses delivering, channeling, mudah 

dijangkau, haruslah menjadi perhatian. 

2. Etis (Akhlaqiyah)  

• Mengedepankan masalah akhlak (moral, etika) dalam seluruh aspek kegiatannya, tidak 

peduli apapun agamanya. Karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat 

universal. 

• Sabda Nabi saw: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. 

• Untuk mencapai tujuan suci ini Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk 

tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak (moral, 

etika), maupun syariah.  

• Prinsip bersuci dalam Islam tidak hanya dalam rangkaian ibadah, namun dapat kita temukan 

juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dalam berbisnis, berumah-tangga, bergaul, bekerja, 

belajar, dan lain-lain, termasuk pula menjauhkan diri dari dusta, kezaliman, menipu, khianat, 

dan bahkan sikap bermuka dua (munafik).  
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3. Realistis (al-waqiah)  

• Pemasaran syariah adalah konsep yang sangat fleksibel sebagaimana keluasan dan 

keluwesan syariah. Dalam istilah fiqih disebut kelonggaran (al-‘afw) .   

• Fleksibilitas atau kelonggaran (al’afw) sengaja diberikan oleh Allah agar penerapan syariah 

senantiasa realistis (alwaqiah) dan dapat mengikuti perkembangan zaman. 

• Sabda Nabi saw, “Sesungguhnya Allah telah menetapkan ketentuan-Nya, janganlah kalian 

langgar. Dia telah menetapkan beberapa perkara yang wajib, janganlah kalian sia-siakan. Dia 

telah mengharamkan beberapa perkara, janganlah kalian langgar. Dan Dia telah 

membiarkan dengan sengaja beberapa perkara sebagai bentuk kasih-Nya terhadap kalian, 

jangan kalian permasalahkan”. (HR Al-Daruquthni)  

• Semua ini menunjukkan bahwa sedikitnya beban dan luasnya ruang kelonggaran bukanlah 

suatu kebetulan, melainkan kehendak Allah swt agar syariah Islam senantiasa abadi dan 

kekal sehingga sesuai bagi setiap zaman, daerah dan keadaan apapun.  

4. Humanistis (Al-Insaniyyah)  

• Syariah Islam adalah syariah humanistis (insaniyyah) dan diciptakan untuk manusia sesuai 

dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna kulit, tanah air, dan status. Hal inilah 

yang  membuat syariah  memiliki sifat universal sehingga menjadi  syariat humanistis 

universal.  

• Syariat Islam bukan syariat bangsa Arab, walaupun Muhammad yang membawanya adalah 

orang Arab. Syariat Islam adalah milik Tuhan manusia bagi seluruh manusia.  

• Dia menurunkan kitab yang berisi syariat sebagai kitab universal, yaitu al-Quran 

sebagaimana firmanNya, Mahasuci Allah yang telah menurunkan al-Furqan kepada 

hambaNya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (QS al-Furqan 25 : 1).  

• Nabi Muhammad saw diutus sebagai Rasul universal. Dan Kami tidak mengutusmu, 

melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam (QS al-Anbiyaa’ 21 :107). 

 

Pasar Berbasis Syariah  

• Pasar yang dikategorikan sebagai berbasis syariah adalah “pasar yang menggunakan 

identitas syariah” baik yang eksplisit maupun implisit. 

• Pasar berbasis syariah merupakan prioritas utama yang dijadikan target bisnis asuransi 

syariah. 

• Pasar berbasis syariah antara lain: 

• Masyarakat muslim  

• Lembaga Keuangan Syariah, baik bank maupun non-bank 

• Institusi pendidikan Islam (sekolah, perguruan tinggi, pesantren) 

• Komunitas pengajian, taklim, paguyuban  

• Institusi kesehatan dan jasa syariah (Rumah Sakit, Klinik, Pusat Kesehatan, Hotel) 

• Partai dan Ormas berbasis Islam 

• Institusi pemerintahan  

• Yayasan Islam 

• Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) 
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BAB III 

PRODUK –PRODUK ASURANSI UMUM SYARIAH  

 

3. 1. Produk Asuransi Umum 

Berikut adalah beberapa produk asuransi umum berdasarkan class of business: 

1. Harta Benda atau property insurance, seperti rumah tinggal, ruko, kantor, gedung, dan property 

lainnya. Lingkup yang dicover antara lain sebagai berikut: 

• Fire (kebakaran) 

• Business Interruption (gangguan usaha akibat kerugian harta benda) 

• Property All Risk  

• Industrial All Risk  

• Risiko pasar  

Dengan perluasan jaminan seperti 

• Kerugian akibat gempa bumi, banjir, dan lainnya 

2. Kendaraan Bermotor, baik motor maupun mobil, dengan lingkup jaminan: 

• Comprehensive; Jenis perlindungan gabungan yang memberikan jaminan/biaya perbaikan 

atas kerusakan/kerugian sebagian atau keseluruhan pada kendaraan akibat tabrakan, 

kebakaran, perbuatan jahat orang lain, pencurian, perampasan atau kecelakaan lalu lintas 

lainnya. 

• Total Loss Only (TLO); Jenis perlindungan yang memberikan jaminan/biaya perbaikan atas 

kerusakan/kerugian kendaraan yang nilai perbaikan atau nilai kerugiannya lebih besar atau 

sama dengan 75%. 

Dengan perluasan jaminan, seperti tanggung jawab hokum pihak ketiga, jaminan kecelakaan 

pengemudi dan penumpang, banjir, huru hara, dan sebagainya.  

3. Pengangkutan. Jenis asuransi ini memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dapat terjadi 

pada barang miliknya yang diangkut dari suatu tempat ke tempat lainnya baik melalui darat (in 

land transit) , perairan (marine cargo) maupun udara  (air cargo). 

4. Rangka Kapal. Asuransi ini untuk melindungi atas risiko kerugian dan atau kerusakan pada rangka 

kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya yang dialami, seperti: bahaya-

bahaya laut, sungai, danau atau perairan yang dapat dilayari; kebakaran, ledakan; pencurian 

dengan kekerasan oleh orang dari luar kapal; pembajakan, dan lain sebagainya.  

5. Rangka Pesawat. Asuransi ini untuk melindungi atas risiko kerugian dan atau kerusakan pada 

rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya yang dialami 

6. Energi; asuransi ini berkaitan dengan Risiko di bidang energy seperti property dan atau peralatan 

atau mesin di industri perminyakan, baik kegiatan lepas pantai maupun pinggir pantai. Risiko   

7. Rekayasa  

• Contractor All Risk  

• Erection All Risk  

• Machinery Breakdown Ins  

• Electronic Equipment Ins  

• Construction Plan & Machinery  

• Construction Plan & Equipment  

• Boiler Exploison Insurance  

• Civil Engineering Completed Risk  

• Pipeline Insurance  
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• Deterioration of Stocks  

• Movable All Risks  

• Mobile Phone Insurance  

• Gadget Insurance  

• Asuransi Sepeda  

8. Tanggung Gugat  

• General Liability  

• Public Liability  

• Employers Liability  

• Golfer's Liability  

• Workmen's Compensation  

• Automobile Liability  

• Carrier's Liability  

• Directors And Officers Liability  

• Bailee Insurance  

• Asuransi Tanggung Gugat Profesi  

9. Kecelakaan Diri dan Kesehatan  

• Personal Accident  

• Health Insurance  

• Asteka  

• Sickness Cover PA + Business Interuption following Fire  

• Natural Death  

• Acc. Death, Permanent Disablement  

• PA SEMM SAWIT  

• PA Plus PHK  

• Demam Berdarah  

• Personal Accident Callink  

10. Kredit dan Suretyship 

• Customs Bond  

• Bid Bond / Jaminan Penawaran  

• Performance Bond / Jaminan Pelaksanaan  

• Advance Payment Bond  

• Maintenance Bond  

• Installment Sales Bond  

• Payment Bond  

• Trade Credit Insurance  

• Loan Credit Insurance  

• Banker's Blanket Bond  

• Fidelity Guarantee Insurance  

• BBB and Computer Crime Insurance  

• Exercise Bond   

11. Aneka  

• Burglary Residential  

• Burglary Commercial  

• Cash in Safe  
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• Cash in Cashier Box  

• Glass Insurance  

• Neon Sign Insurance  

• Travel Baggage Insurance  

• Hole In One  

• Private Pleasure Craft  

• Bowling insurance  

• Money Insurance  

• Ternak  

• Travel insurance Micro (PA + Collateral)  

• Micro Life  

• PHK   

 

 

3. 2. Produk Asuransi Umum Syariah 

• Jenis produk asuransi syariah pada dasarnya tidak berbeda dengan produk asuransi 

konvensional. Bentuk kerugian apapun – sepanjang memenuhi prinsip asuransi – yang 

dapat dicover seperti pada asuransi konvensional selama tidak bertentangan dengan 

syariah. 

• Sebagai contoh, di dalam asuransi syariah tidak dapat dicover kendaraan yang 

diperuntukkan untuk mengangkut barang-barang yang diharamkan oleh syariah. Atau pada 

asuransi kebakaran tidak dapat dicover sekiranya bangunan yang dicover berfungsi sebagai 

tempat maksiat, atau tempat menyimpan benda-benda yang diharamkan. 

• Pada polis syariah harus dilekatkan klausula tambahan berupa klausula syariah dan klausula 

objek syariah jika polis masih menggunakan standar polis umum. 

– Klausula syariah merupakan klausula yang berisi mengenai akad/kontrak perjanjian 

antara peserta dan Pengelola., meliputi: 

• Akad tijarah yang digunakan 

• Porsi/nisbah ujroh (jika menggunakan akad wakalah bil ujroh) atau 

porsi/nisbah bagi hasil jika menggunakan akad mudharabah/mudharabah 

musyarakah) 

• Kesepakatan alokasi surplus dana tabarru’ (jika ada) 

– Klausula objek syariah adalah klausula yang berisi mengenai ketentuan objek 

asuransi yang dapat dicover atau diterima pengajuan klaimnya. 
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3. 3. PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asuransi jiwa syariah adalah program yang diselenggarakan berdasarkan persaudaraan, solidaritas 

dan tolong menolong antar peserta yang saling mengikatkan diri dengan membayar kontribusi 

kepada kumpulan dana peserta, yang menjanjikan santunan atau bantuan kepada peserta atau 

pihak lain yang berhak dalam hal peserta meninggal dunia atau karena berakhirnya kepesertaan. 

Produk asuransi jiwa syariah tidak jauh berbeda dengan produk konvensional karena perbedaan 

asuransi jiwa syariah dan konvensional terletak pada konsep dasar dan tidak adanya hal – hal yang 

tidak diperbolehkan dalam transaksi berdasarkan syariah Islam seperti maysir, gharar, riba, risywah, 

dll. Pembayaran manfaat asuransi (uang pertanggungan) berasal dari Dana Tabarru’ yang merupakan 

kumpulan hibah dari para peserta, bukan dari dana perusahaan. 

Berdasarkan kepesertaannya asuransi jiwa syariah dibedakan menjadi 2 yaitu : 
a. Asuransi jiwa perorangan : dimana peserta atau pemegang polis asuransi ini adalah 

individual atau perorangan dan yang dipertanggungkan adalah jiwa atau kesehatan 
seseorang 

b. Asuransi jiwa kumpulan : pemegang polis adalah satu pihak yang mengasuransikan 
sekumpulan orang.  Misalnya perusahaan mengasuransikan karyawannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan manfaat asuransinya dibedakan menjadi : 

 

Manfaat Asuransi Dasar 

Manfaat asuransi dasar ini terdiri dari : 
❑ Term insurance : produk asuransi jiwa syariah yang memberikan manfaat kematian (uang 

pertanggungan) jika peserta meninggal dalam suatu jangka waktu tertentu. Yang menerima 
manfaat adalah ahli waris peserta tersebut.  

     Misalnya polis dengan jangka waktu 10 tahun, uang pertanggungan akan dibayarkan jika peserta 
meninggal dalam jangka waktu tersebut. Jika telah lewat jangka waktu tersebut maka peserta bisa 
memperpanjang kontraknya kembali, atau berhenti. Tidak ada nilai tunai atau kontribusi yang 
dikembalikan pada saat peserta berhenti. Produk asuransi pembiayaan (credit life) termasuk jenis 
term insurance dengan pembayaran manfaat/uang pertanggungan yang besarnya semakin menurun 
sesuai saldo outstanding pembiayaan peserta di bank syariah.  
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❑ Whole Life : produk yang memberikan pertanggungan asuransi jiwa seumur hidup dan 
memiliki unsur tabungan 

❑ Endowment : produk ini memberikan manfaat asuransi (uang pertanggungan) yang dibayar 
saat peserta meninggal atau pada tanggal yang ditentukan jika peserta masih hidup pada 
tanggal tersebut serta memiliki unsur tabungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Manfaat Asuransi Tambahan/ Riders 

Manfaat asuransi tambahan ini antara lain terdiri dari : 
❑ Asuransi kecelakaan diri : manfaat asuransi tambahan bila peserta mengalami kecelakaan 

baik itu mengakibatkan kematian atau kehilangan anggota tubuh 
❑ Asuransi Tambahan Cacat : memberikan manfaat tambahan jika peserta mengalami cacat 

tetap atau cacat tetap total .  
  

❑  Asuransi Tambahan Penyakit kritis : memberikan manfaat tambahan jika peserta 
menderita penyakit kritis yang jenisnya telah ditentukan di dalam polis. 

❑ Asuransi Tambahan pembebasan pembayaran kontribusi : memberikan manfaat tambahan 
jika peserta mengalami penyakit kritis maka tidak perlu lagi membayar kontribusi, 
pembayaran akan dilakukan dari Dana Tabarru’ 

Dan lain - lain 

Setiap asuransi tambahan ada iuran tabarru’ yang besarnya berbeda beda. Peserta yang mengambil 
asuransi tambahan akan membayar iuran tabarru’ untuk asuransi dasar dan iuran tabarru’ untuk 
asuransi tambahan 

Berdasarkan pembayaran manfaat nya maka asyuransji jiwa syariah juga dikelompokkan dalam 2 
golongan besar : 

 

1. Pembayaran manfaat secara lump sum  

Pada produk ini pembayaran manfaat oleh perusahaan asuransi (dari dana tabarru’) dilakukan 
dengan sekali bayar. Misalnya : uang pertanggungan yang diterima oleh ahli waris pada saat peserta 
meninggal dalam masa asuransi. 
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2. Pembayaran Manfaat secara annuitas 

Sedangkan pembayaran manfaat secara berkala. Misalnya manfaat pensiun yang diterima oleh 
peserta secara berkala setiap bulan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

A. Asuransi Tradisional 

Asuransi Tradisional / Traditional Insurance adalah jenis asuransi yang tidak memiliki nilai tunai atau 
asuransi murni / pure insurance. Pembayaran kontribusi yang dilakukan oleh peserta terdiri dari 
komponen iuran tabarru’ yang merupakan hibah untuk pembayaran manfaat asuransi dan ujrah bagi 
pengelola. Pengelola akan memisahkan antara Dana Peserta (Dana Tabarru’ ) dan Dana Pengelola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Unit Link 

    Sebaliknya unit link atau investment link adalah jenis asuransi yang dikaitkan dengan investasi. 
Jadi kontribusi yang dibayar oleh peserta terdiri dari komponen iuran tabarru’, ujrah pengelola 
dan dana investasi individual. Asuransi unit link ini memberikan manfaat dasar maupun pilihan 
untuk asuransi tambahan. jenis asuransi ini memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk 
menentukan kombinasi asuransi dan investasi sesuai kebutuhannya.  

Jenis – jenis unit link syariah sendiri adalah : 

I.  Berdasarkan Tipe Pembayaran kontribusi 

     Berdasarkan tipe pembayaran kontribusinya maka ada 2 jenis unit link yaitu :  

 
a. Pembayaran kontribusi sekali bayar (single contribution) 

       Pada produk ini peserta melakukan pembayaran kontribusi hanya sekali, biasanya ada jumlah 
minimum tertentu. Pada pembayaran kontribusi sekali bayar ini, iuran tabarru’ bisa dibayar 
sekali didepan atau secara bulanan dengan mengurangi nilai tunai peserta.  
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b.  Pembayaran kontribusi regular (regular contribution)  

      Pada produk unit link ini peserta melakukan pembayaran secara reguler (bulanan, tiga bulanan, 
semesteran atau tahunan) dimana iuran tabarru juga dipotong secara reguler (bulanan) dari nilai 
tunai peserta.  

 

II. Berdasarkan Pembayaran Ujrah 

    Pada asuransi jenis unit link ada ujrah yang dikenakan oleh Pengelola asuransi yang prosentasenya 
cukup besar (loading). Berdasarkan pengenaannya maka dibedakan menjadi 2 (dua):  

 
a. Front end  

        jenis unit link ini sangat populer di Indonesia. Pada front end unit link syariah, pengelola 
mengenakan ujrah yang prosentasenya cukup besar diawal–awal pertanggungan. Kontribusi 
yang dibayarkan oleh peserta dipotong biaya awal (ujrah) yang digunakan untuk operasional 
perusahaan. Tentu saja kontribusi tersebut harus terlebih dahulu dipotong iuran tabarru’ . 
Ujrah yang cukup besar ini biasanya dikenakan sampai dengan tahun ke lima dengan 
proporsi lebih besar di tahun–tahun awal. Misalnya tahun 1–2 ujrahnya 80% dari kontribusi 
dasar dan tahun ke 3-5 sebesar 15% dari kontribusi dasar.  

b.  Back end  

        Pada back end unit link syariah, pengelola menangguhkan ujrah yang dikenakan sampai 
dengan pada saat peserta berhenti berasuransi (surrender). Pada awal–awal pertanggungan 
Pengelola belum mengenakan ujrah yang cukup besar, namun apabila peserta berhenti 
sebelum batas waktu yang ditentukan maka pengelola akan mengenakan ujrah tersebut. 
Misalnya apabila peserta berhenti sebelum tahun ke 7 pertanggungan maka pengelola akan 
mengenakan ujrah yang sebelumnya ditangguhkan.  

 

3. 4. Reasuransi 

Reasuransi adalah Pengalihan Risiko dari suatu perusahaan asuransi / underwriter dalam upaya 

mencegah terjadinya kerugian dalam jumlah besar yang dapat mengancam stabilitas bisnis dari 

perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi/kontribusi tertentu.  

 

Tujuan Reasuransi: 

a. Keterbatasan kapasitas perusahaan asuransi 

b. Menjaga stabilitas kondisi keuangan perusahaan asuransi 

c. Merduksi besaran Risiko yang harus ditanggung perusahaan asuransi akibat Risiko yang sifatnya 

katastropik 

d. Pengembangan produk baru yang secara volume bisnis belum memadai dari sisi ketersediaan 

cadangan klaim. 

e. Regulasi pemerintah dalam rangka Kesehatan keuangan perusahaan asuransi 

f. Meningkatkan kepercayaan diri dan manajemen Risiko bagi perusahaan asuransi. 

 

Istilah yang umum ditemui dalam Reasuransi: 

a. Reasuradur/Reinsurer: Perusahaan yang menerima pertanggungan kembali bisnis asuransi 

yang diakseptasi oleh perusahaan asuransi lain, baik akseptasi sebagian atau keseluruhan 

risiko. 



 

Hal 26 dari 33 
MUK: MEMASARKAN PRODUK ASURANSI DAN REASURANSI 

b. Direct Insurer: Penanggung langsung/pertama, penanggung (asuradur) yang menerima risiko 

dari tertanggung/peserta (pembeli asuransi) dan yang sepanjang tertanggung/peserta sebagai 

pemegang polis dianggap sebagai satu-satunya orang atau badan hukum yang bertanggung 

jawab atas kewajiban yang telah dipikulnya. 

c. Ceding Company/Ceding : Perusahaan asuransi yang menempatkan bisnis reasuransi kepada  

perusahaan  reasuransi. 

d. Guarantee : Istilah yang lazim dipergunakan untuk reasuransi, dalam cabang asuransi 

kebakaran. Dikenal pula a guarantee policy 

e. Retensi : Besarnya risiko yang ditahan oleh ceding company untuk masuk ke dalam 

accountnya sendiri atau bagian dari risiko yang tidak direasuransikan. 

f. Own Retention : Retensi sendiri, merupakan bagian dari risiko yang benar-benar ditahan dan 

menjadi tanggung gugatnya sendiri 

g. Group Retention : Retensi kelompok/bersama, merupakan bagian dari risiko yang ditahan oleh 

penanggung-penanggung secara bersama-sama di mana mereka mempunyai/menetapkan O/R 

nya sendiri-sendiri. 

h. Line : Jumlah yang ditetapkan sebagai retensi dari Ceding Insurer. Jumlah retensi Ceding 

Company, reasuradur dapat menerima reasuransi sampai sekian lines, misalnya one line, four 

lines, dan selanjutnya 

i. Limit: Jumlah maksimum yang mana penanggung bersedia/siap mengaksep bisnis sampai 

jumlah tersebut dari setiap class of business 

j. Sesi/Cession : Bagian dari nilai pertanggungan yang disalurkan/diserahkan ke reasuradur 

k. Retrosesi/Retrocession : Bagian dari bisnis reasuransi yang diasuransikan kembali 

l. Retrocessionnaire : Retrosesioner, reasuradur dari reasuradur 

m. Retrocedent : Reasuradur Pemberi Sesi / Retrosesi 

n. Reciprocity : Timbal balik, yang memberikan sesi/reasuransi menerima pula sesi/reasuransi 

secara timbal balik 

o. Reinsurance Commission (Komisi Reasuransi): Prosentase tertentu terhadap premi/kontribusi 

sebagai potongan yang diberikan oleh reasuradur dalam perhitungan prosentase mana 

termasuk komisi asuransi (original commission) dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh ceding 

insurer 

p. Profit Commission (Komisi Keuntungan): Prosentase tertentu terhadap keuntungan yang 

diperoleh reasuradur untuk dikembalikan kepada Ceding Insurer, karena keuntungan 

reasuradur itu dianggap terjadi karena keahlian serta ketelitian usaha dari Ceding Insurer. 

Komisi keuntungan ini perhitungannya menurut cara-cara tertentu 

q. Pools : Pool, suatu bentuk perjanjian (kerjasama) di mana beberapa Insurer/Reinsurers setuju 

untuk menempatkan semua (atau sebagian) dari sesuatu jenis asuransi tertentu dalam satu 

central (pool), yang kemudian dibagi-bagikan antara anggota secara proportional sebagaimana 

telah disetujui bersama mengenai ; business, premi-premi/kontribusi, kerugian-kerugian, 

biaya-biaya ataupun keuntungan-keuntungan 

 

Metode  penempatan reasuransi terdiri dari: 

 

1. Facultative 

Reasuransi secara Facultative adalah Reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi 

kepada perusahaan Reasuransi lain, dengan melakukan penawaran terlebih dahulu. 
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Pelaksanaan penempatan Reasuransi Secara Facultative pada akhirnya menggunakan SLIP 

yang dikenal dengan Placing SLIP atau Facultative Reinsurance Slip, atau R/I Slip. 

Kelebihan fakultative 

• Risiko dianggap individu dan merupakan kontrak terpisah 

• Meningkatkan daya saing asuradur di suatu pasar tertentu 

• Memungkinkan reasuradur memilih portfolio Risiko 

• Memproteksi treaty terhadap Risiko reasuradur 

• Manfaat dari pengetahuan khusus yang dimiliki reasuradur 

• Meningkatkan hubungan bisnis yang baik dengan reasudur. 

Kelemahan Facultative: 

• Ketidakpastian akseptasi atas risiko 

• Waktu, Biaya yang cukup besar dalam proes Akseptasi awal & perpanjangan. 

• Reasuradur dapat mempengaruhi kebijakan underwriter asuradur 

 

2. Treaty 

Perjanjian tertulis antara asuradur dan reasuradur, di mana asuradur secara otomatis 

memberikan sesi ke reasuradur dan secar otomatis pula reasuradur akan menerima tanpa 

negosiasi lebih lanjut sesuai dengan syarat dan kondisi treaty. Perjanjian ini berlaku untuk 

suatu periode tertentu dan untuk suatu bisnis tertentu. 

Kelebihan Treaty: 

• Kapasitas reasuransi otomatis (automatic reinsurance cover) 

• Komisi reasuransi yang umumnya lebih tinggi daripada facultative 

• Ada kemungkinan mendapatkan tambahan komisi jika bisnis “profitable” 

• Administrasi lebih cepat dan mudah daripada facultative 

• Prosedur accounting lebih mudah 

Kelemahan Treaty: 

•  Terikat dengan ketentuan kontrak 

•  Limitasi baik dari jenis Risiko maupun kapasitas 

•  Sulit dibentuk untuk Risiko dengan volume kecil 
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BAB IV 

ASPEK HUKUM KONTRAK POLIS 

 

4. 1. Beberapa Istilah Umum Dalam Asuransi 

Setelah memahami konsep dasar dari asuransi sebagaimana penjabaran di atas, penting 

untuk diketahui pula istilah-istilah umum dalam asuransi, terkait istilah-istilah tersebut akan 

digunakan di dalam dokumen pernjanjian asuransi atau polis. Beberapa istilah dimaksud di 

anatranya sebagai berikut: 

1. Polis; Suatu dokumen yang merupakan bukti akan adanya kontrak/perjanjian asuransi antara 

Penanggung/Pengelola dan Tertanggung/Peserta. Di dalam kontrak tersebut terdapat offer and 

acceptance. 

• Offer: Tertanggung/peserta menyerahkan risiko untuk diambil alih oleh 

penanggung/pengelola 

• Acceptance; Penanggung menerima pengalihan tersebut dengan menerbitkan polis 

2. Cover Note adalah dokumen bukti penutupan asuransi yang sifatnya sementara  sampai polis  

resmi diterbitkan. Cover Note otomatis tidak berlaku jika polis dan endorsement telah  

diterbitkan. 

3. Sertifikat Asuransi; adalah dokumen yang menegaskan bahwa telah terjadi penutupan asuransi. 

Digunakan nya sertifikat asuransi umum dilakukan apabila penutupan asuransi dilakukan dengan 

jumlah peserta yang sangat besar dan pihak penanggung/pengelola cukup  mengeluarkan 

master polis sedangkan pesertanya diberikan dokumen dalam bentuk sertifikat. 

4. Penutupan; adalah sebutan yang menyatakan bahwa objek asuransi ‘ditutup/dilindungi’ Risiko 

nya oleh perusahaan asuransi.  

5. Tertanggung; sebutan untuk nasabah asuransi, yaitu pihak yang mengasuransikan objek 

pertanggungan kepada perusahaan asuransi. Istilah tertanggung lekat kaitannya dengan pihak 

yang ‘ditanggung’ Risiko kerugian finansialnya. 

6. Penanggung; perusahaan asuransi yang menanggung Risiko atas objek pertanggungan yang 

diajukan oleh tertanggung. 

7. QQ : istilah yang sering digunakan dalam polis, yaitu orang/ lembaga yang disebutkan dalam 

sertifikat, memiliki hak atau kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Pihak yang 

tercantum memiliki insurable interest, sehingga berhak mengajukan klaim. 

8. Peserta; dalam konsep asuransi syariah, tidak ada istilah tertanggung. Hal ini sebagaimana akan 

dijabarkan di bagian berikutnya 

9. Pengelola; adalah perusahaan asuransi syariah yang melakukan pengelolaan Risiko untuk 

peserta. Definisi pengelola juga sebagaimana diuraikan dalam bagian selanjutnya.  

10. Obyek Pertanggungan adalah sesuatu yang bernilai yang dijadikan sebagai objek asuransi oleh 

tertanggung/peserta kepada penanggung/pengelola. 

11. Premi/Premium/Kontribusi : sejumlah uang yang menjadi kewajiban tertanggung/peserta untuk 

dibayarkan kepada pihak penanggung/pengelola untuk pengesahan terjadinya perjanjian 

asuransi. 

12. Periode Polis: periode pertanggungan asuransi. Umumnya berlangsung selama satu tahun, 

namun dimungkinan lebih dari satu tahun jika dikeluarkan polis jangka panjang atau kurang dari 

satu tahun pada jenis pertanggungan yang dilakukan pada waktu singkat. Penutupan 
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13. Harga Pertanggungan: jumlah yang disepakati antara Penanggung/Pengelola dan 

tertanggung/peserta yang mencerminkan harga sebenarnya/harga yang wajar dari objek 

pertanggungan sebagai nilai yang akan dijamin ketika terjadi kerugian. 

14. Klaim adalah tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Tertanggung/Peserta kepada 

Perusahaan asuransi sebagai akibat terjadinya risiko-risiko yang dipertanggungkan atas 

kerusakan kerusakan dan/atau kehilangan yang terjadi pada Objek Pertanggungan berdasarkan 

syarat dan ketentuan yang diatur didalam Polis. 

15. Deductible atau Risiko Sendiri adalah sejumlah nilai yang harus ditanggung oleh 

tertanggung/peserta dalam jumlah tertentu dalam setiap pengajuan klaim. Risiko sendiri 

bertujuan untuk prinsip kehati-hatian peserta/tertanggung, bahwa meskipun Risiko sudah 

dilindungi oleh asuransi, namun tertanggung/peserta juga perlu menjaga objek pertanggungan 

dengan baik agar terhindar dari potensi kerugian. 

16. Franchise Sejumlah nilai tertentu yang disepakati bersama antara penanggung/pengelola dan 

tertanggung/peserta di mana  apabila kerugian kurang dari jumlah tersebut maka klaim tidak 

dibayar. Tapi apabila jumlah  mencapai jumlah minimum maka klaim akan diganti seluruhnya. 

17. Warranty Janji Tertanggung/Peserta Yang Berkaitan Dengan Risiko Untuk: Melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu, dan Memastikan suatu fakta (hal) ada atau tidak ada. Pelanggaran terhadap 

warranty dapat berdampak pembatalan kontrak. Namun penanggung/pengelola  tetap 

bertanggung jawab terhadap klaim sebelum terjadinya pelanggaran warranty. Jika  pelanggaran 

berkaitan dengan fakta masa lampau atau pada saat ini, maka kontrak dapat  dianggap batal 

sejak awal. 

18. Condition adalah aturan dalam polis, yang mengatur kewajiban tertanggung.  Dampak 

pelanggaran terhadap kondisi polis dapat berbeda, tergantung dari tipe kondisi  polis, yaitu: 

a. Conditions Precedent to The Contract; Kondisi yang harus dipenuhi sebelum kontrak dibuat 

b. Conditions Subsequent to The Contract; Kondisi yang harus dipenuhi selama durasi kontrak, 

misalnya menginformasikan apabila ada perubahan risiko; 

c. Conditions Precedent to The Liability; Kondisi yang harus dipenuhi pada saat terjadi klaim. 

Pelanggaran pada kondisi ini dapat berdampak penolakan klaim oleh Penanggung/pengelola, 

namun tidak dapat membatalkan kontrak 

 

4. 2. Akad Di Dalam Asuransi Syariah 

 

• Merupakan akad untuk menghibahkan
dana dari peserta ke Dana Tabarru’ untuk
tujuan saling menolong dan saling
melindungi

• Bersifat dan bertujuan non-komersial

Tabarru’

• Bersifat dan bertujuan komersial

• Pengelolaan dana berdasarkan akad
wakalah bil ujrah, mudharabah atau
mudharabah musytarakah

Tijarah



 

Hal 30 dari 33 
MUK: MEMASARKAN PRODUK ASURANSI DAN REASURANSI 

 

• Lafal akad berasal dari lafal Arab al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan 

al- ittifaq. Akad diartikan sebagai pertalian ijab (penyerahan) dengan kabul (ucapan perikatan) 

menurut bentuk yang ditetapkan syariat yang berpengaruh pada objek yang dijanjikan 

(Ensiklopedi Islam, 1993: 95). 

• Aqad yang digunakan oleh Polis Standar Asuransi Syariah terbagi 2 (dua), yaitu Aqad antara 

sesama peserta, menggunakan aqad tabarru’ (non commercial contract) dan Aqad antara 

peserta dan perusahaan, menggunakan Aqad tijarah (commercial contract). 

 

        Akad Tabarru’ 

• Not-profit transaction 
• Tujuan transaksi adalah tolong-menolong dan bukan keuntungan komersil 
• Pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk 

sekadar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad 
tabarru’ tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru’ itu. 

• Tidak dapat dirubah menjadi akad tijarah, kecuali ada persetujuan sebelumnya 

•Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai Wakil Peserta
untuk melakukan pengelolaan Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta
sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dengan menerima imbalan
berupa ujrah (fee)

Wakalah Bil Ujrah

•Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk melakukan
pengelolaan investasi Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta sesuai
dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dengan menerima imbalan
berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan nisbah yang telah
disepakati sebelumnya

Mudharabah

•Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk melakukan
pengelolaan investasi Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta, yang
digabungkan dengan kekayaan Perusahaan, sesuai dengan kuasa atau
wewenang yang diberikan dengan menerima imbalan berupa bagi hasil yang
besarnya ditentukan berdasarkan komposisi dana yang dikelola dan nisbah yang
telah disepakati sebelumnya

Mudharabah Musytarakah
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Akad Tijarah 

• Profit transaction oriented 
• Tujuan transaksi adalah mencari keuntungan yang bersifat komersil 
• Akad Tijarah dapat dirubah menjadi akad tabarru’ dengan cara bila pihak yang tertahan 

haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang 
belum menunaikan kewajibannya. 

• Penggunaan jenis akad tijarah yang dipakai di industri asuransi saat ini antara lain: akad 
wakalah bil ujrah, akad mudharabah, dan akad mudharabah musyarakah, yang akan di 
bahas di bagian selanjutnya dalam pembahasan Fatwa DSN MUI tentang Asuransi 

 

4. 3. Fatwa DSN MUI Berkaitan Dengan Asuransi Syariah 

Berikut adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan 

dengan Asuransi Syariah 

• Fatwa DSN 21/DSN-MUI/X/2001: Pedoman Umum Asuransi Syariah 

• Fatwa DSN 51/DSN-MUI/III/2006: Akad Mudharabah Musytarakah 

• Fatwa DSN 52/DSN-MUI/III/2006: Akad Wakalah bil Ujrah 

• Fatwa DSN 53/DSN-MUI/III/2006: Akad Tabarru' 

1. Fatwa DSN 21/DSN-MUI/X/2001: Pedoman Umum Asuransi Syariah 

• Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau 

akad tabarru’. 

– Akad Tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial 

– Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan 

tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial 

• Dalam akad tabarru’ peserta memberikan hibah yang akan digunakanuntuk menolong 

peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak pengelola dana hibah 

• Surplus Underwriting 

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka boleh dilakukan beberapa 

alternatif sebagai berikut: 

a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’. 

b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya 

kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko. 

c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian 

lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati 

oleh para peserta. 

2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu 

oleh peserta dan dituangkan dalam akad. 

• Defisit Underwriting 

1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’ (defisit tabarru’), maka perusahaan 

asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman). 

2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru’. 
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2. Fatwa DSN 51/DSN-MUI/III/2006: Akad Mudharabah Musytarakah 

• Definisi Umum 

Perpaduan akad mudharabah dan akad musytarakah 

• Ketentuan 

– Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal dalam investasi 

bersama 

– Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara 

bersama- sama dalam portofolio 

– Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola dana tersebut. 

• Kedudukan para pihak 

– Perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan musytarik (investor) 

– Peserta (pemegang polis) dalam produk saving bertindak sebagai shahibul mal 

(investor) 

– Peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non saving bertindak 

sebagai 

shahibul mal (investor) 

• Pembagian keuntungan investasi 

– Alternatif I 

• Hasil investasi dibagi antara perusahaan (sebagai mudharib) dan peserta 

(sebagai shahibul mal) sesuai nisbah yang disepakati. 

• Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/disisihkan untuk 

perusahaan asuransi (sebagai mudharib), dibagi antara perusahaan asuransi 

(sebagai musytarik) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal masing- 

masing. 

– Alternatif II 

• Hasil investasi dibagi secara proporsional antara dana perusahaan (sebagai 

musytarik) dan peserta (shahibul mal) berdasarkan porsi modal masing-masing. 

• Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan/disisihkan untuk 

perusahaan asuransi (sebagai musytarik), dibagi antara perusahaan asuransi 

sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang 

disepakati. 

 

3. Fatwa DSN 52/DSN-MUI/III/2006: Akad Wakalah bil Ujrah 

• Definisi 

Pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta 

dengan pemberian ujroh (fee) 

• Ketentuan objek akad 

– Adminsitrasi 
– Pengelolaan dana 
– Pembayaran klaim 
– Underwriting 
– Pengelolaan portofolio risiko 
– Pemasaran 
– Investasi 
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• Kedudukan Para Pihak 

– Perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapatkan kekuasaan) untuk 

mengelola dana. 

– Peserta bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa). 

– Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya kecuali 

atas izin muwakkil. 

– Akad wakalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman) 

sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan 

mengurangi fee yang telah diterima oleh perusahaan asuransi, kecuali karena 

kecerobohan atau wanprestasi. 

– Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak memperoleh bagian dari hasil investasi. 
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